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Abstrak
 

Pandemi COVID-19 mengaruskan pemerintah melakukan respons kebijakan yang extraordinary, cepat dan

terukur. APBN dimanfaatkan sebagai instrument utama untuk pemulihan ekonomi nasional dengan

pengalokasian anggaran penanganan COVID-19. Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) yang telah

diberikan dalam bentuk belanja non tunai yaitu belanja perpajakan dalam bentuk skema fasilitas kepabeanan

dan insentif perpajakan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pelaksanaan kebijakan fasilitas

kepabeanan dan insentif perpajakan pada industri farmasi serta menganalisis implikasi dan beban

administrasi dari kebijakan fasilitas kepabeanan dan insentif perpajakan pada industri farmasi dalam rangka

penanganan pandemic COVID-19. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan teknik

pengumpulan data studi kepustakaan dan wawancara mendalam. pelaksanaan kebijakan fasilitas kepabeanan

dan insentif perpajakan pada industri farmasi sudah diimplementasikan dengan baik. Kebijakan pembebasan

bea masuk, kebijakan insentif PPN Impor Tidak Dipungut dan PPh 22 Impor Dibebaskan atas impor bahan

baku obat untuk penanganan covid-19, akan memberikan manfaat positif kepada perusahaan dari segi

cashflow dan menurunkan biaya produksi obat untuk penangan COVID-19. Kemudian, PPN terutang atas

penyerahan obat penanganan COVID-19 kepada intasalasi farmasi, ditanggung pemerintah. administrative

cost dari sisi Fiskus dengan diberlakukannya PPN Ditanggung Pemerintah maka administrative cost baik

fiscal cost, time cost maupun psikologist cost menjadi ada tambahan dari sisi pengawasan untuk pembuatan

fakur pajak, SPT PPN dan pemeriksaan terhadap laporan realisasi PPN Ditanggung Pemerintah yang dibuat

oleh PKP. Dari segi PKP ada administrative cost tambahan yaitu membuat laporan realisasi PPN

Ditanggung Pemerintah selain dari kewajiban membuat SPT PPN Masa.

......The COVID-19 pandemic has forced the government to carry out extraordinary, fast and measurable

policy responses. The state budget is used as the main instrument for national economic recovery by

allocating a budget for handling COVID-19. The National Economic Recovery Program (PEN) has been

provided in the form of non-cash expenditures, namely tax expenditures in the form of customs facility

schemes and tax incentives. This study aims to analyze the implementation of customs facility policies and

tax incentives in the pharmaceutical industry as well as analyze the implications and administrative burdens

of customs facility policies and tax incentives in the pharmaceutical industry in the context of handling the

COVID-19 pandemic. This study uses a qualitative approach with data collection techniques from literature

study and in-depth interviews. the implementation of policies on customs facilities and tax incentives in the

pharmaceutical industry has been well implemented. The import duty exemption policy, the Uncollected

Import VAT incentive policy and the Import PPh 22 Exemption on the import of medicinal raw materials for

handling COVID-19, will provide positive benefits to companies in terms of cashflow and reduce the cost of

producing drugs for handling COVID-19. Then, the VAT payable for the delivery of drugs handling
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COVID-19 to pharmaceutical installations, is borne by the government. administrative costs from the Fiscus

side with the implementation of Government-borne VAT, administrative costs, both fiscal costs, time costs

and psychological costs, are added from the side of supervision for the preparation of tax invoices, VAT

SPT and examination of reports on the realization of Government-Borrowed VAT made by PKP. In terms of

PKP there is an additional administrative cost, namely making a report on the realization of VAT borne by

the Government apart from the obligation to make a Periodic VAT SPT.


